PAGE  

KERJASAMA ASEAN DALAM RANGKA MENANGGULANGI  HUMAN TRAFFICKING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

(Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1892 K/PID.SUS/2012)
T E S I S
Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar magister dalam ilmu hukum

[image: image1.png]



Oleh :
Nama : BAUMASITA
NPM : 15160006
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”

JAKARTA

2018
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”

JAKARTA

Nama : BAUMASITA

NPM : 15160006
Judul :
KERJASAMA ASEAN DALAM RANGKA MENANGGULANGI  HUMAN TRAFFICKING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk diujikan/dipertahankan

Jakarta, ………………….2018
Pembimbing I

………………………….

Pembimbing II

…………………………….

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”

JAKARTA

Nama : BAUMASITA

NPM : 15160006

Judul :
KERJASAMA ASEAN DALAM RANGKA MENANGGULANGI  HUMAN TRAFFICKING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” dan dinyatakan lulus dalam sidang ujian pada Jum’at 16 Maret 2018
Majelis Penguji,
Ketua

……………………………………..

Penguji I                                                              Penguji II

……………………....                                              ……………………...
Disahkan  di Jakarta, ……………………….
Direktur Program Pascasarjana

……………………………………
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”

JAKARTA
Bahwa isi / materi tesis yang berjudul : 
KERJASAMA ASEAN DALAM RANGKA MENANGGULANGI  HUMAN TRAFFICKING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Seluruhnya merupakan tanggungjawab ilmiah dan tanggungjawab moral penulis
                                                              Jakarta, …………….2018
                                                              6000

                                                             BAUMASITA
ABSTRAK

Judul Tesis : 
KERJASAMA ASEAN DALAM RANGKA MENANGGULANGI  HUMAN TRAFFICKING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Nama/NPM     : BAUMASITA  / 15160006
Bentuk dan aksi kejahatan transnasional yang banyak terjadi khusunya di wilayah Asia Tenggara antara lain perdagangan manusia (human trafficking), baik perempuan dan anak-anak, narkotika dan  obat-obatan terlarang, pembajakan kapal di perairan Asia Tenggara, money laudering, terorisme, serta perdagangan gelap persenjataan ringan. Untuk membatasi masalah dalam penulisan tesis ini penulis membatasi tentang peran komunitas ASEAN dalam menanggulangi human  trafficking. Human Trafficking merupakan isu yang sangat rumit. Karena melibatkan begitu banyak kepentingan dan jaringan yang kompleks mulai dari local, nasional, regional sampai ke tingkat global. Model model penanggulangan yang menekankan pada penghukuman dan perlindungan kepada korban tentu saja amat penting. Namun hal ini harus didukung oleh sistem penegakkan hukum yang credible, juga perangkat hokum yang komprehensif. Rumusan masalah yang penulis bahas dalam tesis ini adalah : (1) Bagaimana  bentuk kerjasama  ASEAN dalam rangka menanggulangi human trafficking ? dan (2) Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor No. 1892 K/PID.SUS/2012 dalam Kasus Human Trafficking ?.Metode penelitian yang penulis gunakan bersifat yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum yang berkaitan dengan judul tesis ini. Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa perdagangan orang (human trafficking) menjadi ancaman bagi keamanan dalam negeri karena telah menjadi sumber penghasilan yang sangat besar bagi sindikat kejahatan internasional. Sebagai bagian dari transnational organized crime, perdagangan orang tidak dapat diperangi secara partial atau secara sendiri-sendiri oleh masing-masing negara. Negara- negara yang tergabung dalam komunitas ASEAN yang anti perbudakan dan berniat melindungi kehidupan warganegaranya harus bersatu padu bekerjasama memerangi perdagangan orang.
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